
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Informasi 
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi pada 
Dinas Pariwisata; 

b. bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan sebagai 
patokan atau dasar dalam pelaksanaan tugas pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada untuk 
meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat 
berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal; 

a. bahwa pelaksanaan analisis jabatan menghasilkan 
suatu informasi jabatan, yang berisi mengenai 
rumusan nomenklatur jabatan dan informasi 
jabatan, yang akan digunakan sebagai pedoman 
dalam pembinaan dan penataan kelembagaan, 
ketatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan 
kebutuhan pendidikan dan pelatihan; 

Menimbang 

BUPATI NGADA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI NGADA 
NOMOR 18 TAHUN 2022 

TENT ANG 
INFORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI PADA 

SEKRETARIAT DAERAH 

BUPATI NGADA 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

/ 



7. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Togas 
dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 51) 

6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Kelas .Jabatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada 
Tahun 2020 Nomor 7); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ngada Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis 
Behan Kerja Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1273); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

/ 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Ngada. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Sekretariat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
bidang administrasi umum yang menjadi kewenangan daerah. 

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan 
organisasi. 

8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah 
sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 

9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

11. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan 
penyusunan datajabatan menjadi informasi jabatan. 

12. Analisis Behan Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara 
sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan 
efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. 

13. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian 
jabatan dan peta jabatan. 

14. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi 
jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu 
dalam satu wadah jabatan, tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya 
menggunakan nama jabatan yang sama. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG INFORMASI 
JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI PADA 
SEKRETARIAT DAERAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 50 Tahun 
2021 ten tang Peru bahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngada 
Tahun 2020 Nomor 15); 

Pasal 1 



(1) Penyusunan Informasi JPT dan JA pada Sekretariat Daerah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan 
Daerah. 

(2) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
~~piran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
mi. 

Pasal 4 

BAB III 
PENYUSUNANINFORMASIJABATAN 

Informasi Jabatan merupakan hasil analisis jabatan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas bagi pemegang jabatan guna meningkatkan kinerja 

organisasi. 

Informasi Jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya 

pembinaan di bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan 

kediklatan. 

Pasal 2 

BAB II 
TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN 

15. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan, yang 
dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan. 

16. lkhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas 
yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan 
pokok-pokok tugas jabatan. 

17. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai 
untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan 
baik. 

18. Uraian Togas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan 
upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi 
hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 

19. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan. 
20. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) 

menjadi hasil kerja. 
21. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk 

mengolah bahan kerja menjadi basil kerja. 
22. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang 

dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segiseginya. 
23. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk 

mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan. 
24. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhi oleh 

pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas 
dengan baik. 

Pasal 3 



BUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 18 

4' PARU A 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada. 

Pasal 6 

Pada saat Peratuan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ngada Nomor 
55 Tahun 2018 tentang Informasi Jabatan Sekretariat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 5 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Ditetapkan di Bajawa 
pada tanggal 2 Februari 2022 
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